BAB IV
ANALISISTINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAMBAHAN
BEBAN TAGIHAN REKENING LISTRIK RELEVANSINYA DENGAN

UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Analisis terhadap Penambahan Beban Tagihan Rekening Listrik
Relevansinya dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

Kebijakan PLN yang mengenakan tambahan biaya balmdsar Rp.
1.600,- pada rekening pelanggan listrik mulai té#rjaesember 2008. Hal
tersebut terjadi karena sistem pembayaran yangnaelai menggunakan
sistem konvensional berubah menjaddayment Point On Line Bank
(PPOB)., dimana semua pembayaran tagihan rekenstgk | dikelola
sepenuhnya oleh bank yang menjadi mitra PLN. Temppatbayaran yang
selama ini menjadi tempat untuk membayar rekenisgik sekarang
statusnya merupakadown line bank. Sistem ini menurut pihak PLN
dilakukan dalam rangka meningkatkan akses, keamdaankemudahan
bagi pelanggan. Selain itu, bagi PLN sendiri tepdumendapatkan banyak
manfaat.

Beberapa keluhan yang disampaikan oleh konsumemadep
kebijakan PLN idealnya bagus, apapun sistem yabgngun semestinya

menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelaydrag pelanggan. Selama
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ini sebenarnya dengan adanya mobil keliling PLNnskomen sudah
mendapatkan tambahan pelayanan dari PLN dan salifgaiapkan oleh
konsumen, apalagi jika dilakukan dengan sismmline Namun karena
biayanya dibebankan kepada konsumen, maka PPOBdyselgnggarakan
bukanlah pelayanan yang diberikan secara gratisadeppelanggan,
sehingga harus benar-benar memperhatikan stantigrapan yang sesuai
dengan harapan konsumen. Beberapa standar tersgbuhal terkait

kenyamanan tempat pembayaran (antrian, ruangarpatenuduk, dil.),

cover area(keterjangkauan wilayah), identitgsmyment point complain

centredan sebagainya.

Standar pelayanan tersebut merupakan asumsi dgidoudaya yang
dikeluarkan oleh konsumen sepadan dengan yang alldap oleh
konsumen. Sebagai contoh jika konsumen selamaainishmengeluarkan
transport/waktu untuk membayar rekening kangagment poinyang jauh.
Namun jika PPOB yang ada ternyata masih jauh, nsdsungguhnya
konsumen tidak mendapatkan tambahan pelayanan puasladerkena
tambahan biaya pada setiap rekening.

Selain itu, hal yang harus diperhatikan adalah BeNarusnya tetap
menyediakan loket khusus yang melayani pembayammgash sistem
konvensional tanpa adanya tambahan biaya sehinggsukien daat
memilih. PPOB mestinya merupakan pilihan dan bukaksaan bagi
konsumen, artinya bagi konsumen yang ingin membdydempat lama

tanpa biaya tambahan juga dilayani sedangkan yaihgpelayanan PPOB
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tentu dengan tambahan biaya Rp. 1.600,-/rekeningkasi. PLN

menyediakan loket pembayaran dengan sistem kororeisitanpa ada
tambahan biaya di kantor unit pelayanan PLN. Sejangka konsumen
tidak ingin terkena tambahan biaya bank harus mgarbdi loket kantor
unit pelayanan PLN. Idelnya sistem yang konvensiomdak hanya

disediakan satu, namun juga di beberapa titik jm@nwalaupun mungkin
tidak sebanyak sebelum ada PPOB, sehingga konsdapat lebih leluasa
membuat pilihan.

Hal ini yang harus diperhatikan oleh PLN adalahggan sampai
biaya bank yang saat ini dikenakan nantinya dapagi@ mudah dinaikkan
oleh pihak bank mitra sehingga semakin tinggi. Kaktiran ini didasari
karena pihak PLN tidak mempunyai otoritas untuk emtnkan besarnya
biaya bank. Biaya bank sepenuhnya menjadi domirak lmitra untuk
menentukannya sebagai pengganti biaya operasiasms yang ada.
Terhadap hal ini, seharusnya pihak PLN maupun p&graharus transparan
sejauhmana biaya operasional yang diperlukan dalanerapkan sistem ini
dan konsumen diberi ruang untuk turut menyepakatiny

Sistem pembayaran rekening listrik melalui bank aewayment
Poinyt BankingPPOB) tak akan mematikan pihak ketiga yang seb&kam
digandeng PLN seperti misalnya koperasi. Manajenwikasi Hukum dan
Administrasi PT PLN (Persero) distribusi Jateng-DIEndro Yulianto,
mengatakan kekhawatiran pihak ketiga seperti k@parait desa (KUD)

yang tidak akan dilibatkan dalam pembayaran tagihamik dengan
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pengalihan tersebut, tak perlu terjadi. Justrulkpthenk yang dgandeng PLN
masih membutuhkan mitra untuk memperlancar proseshbpyaran. Tidak
hanya KUD, tapi juga perorangan pun bisa menjadrarsehingga bisa
membuka lapangan pekerjaan baru. Tapi itu semugabimg dengan
masing-masing banknya.

Beberapa pelanggan (konsumen) PLN mengatakan ssrabayar
tagihan listrik pada Oktober, pihak konsumen beldikenakan biaya
administrasi bank Rp. 1.600,-. Namun ketika membgggihan November,
dikenakan tagihan administrasi bank Rp. 1.600,gkanitu tertulis pada
bukti pembayaran rekening listrik. Besarnya biagmiaistrasi memang
tidak seberapa, tetapi bila dijumlahkan denganrgklipelanggan PLN,
maka nilainya sangat besar.

Saat membayar listrik uang kurang saja ditolak.tasrmengapa
tiba-tiba pelanggan harus dibebani biaya admirgsti@aelum lagi ketika
membayar tagihan terlambat dari tanggal yang teldentukan masih
dikenakan denda. Selain itu, bukti pembayarannyga jhanya berupa
secarik kertas putih. Tidak seperti dulu yang bemadijau dan dapat logo
PLN.

Pelanggan lain juga mengatakan setiap membayahnatadistrik,
selalu dikenakan biaya penerangan jalan. Tapi aelgamalah masih
ditambah biaya adminisrasi bank. Padahal setiapnbaklalu membayar
tagihan listrik di kantor kelurahan. Salah seorawgrga Tlogosari

menambahkan untuk ukurannya biaya tambahan Rp0,1.6@mang tidak
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begitu memberatkan. Namun, bagi mereka yang kureargpu, tentu cukup
mempengaruhi. Padahal selama ini masih seringdtgggmadaman listrik.
Lantas uang itu untuk apa dan larinya kemana. El@ebut yang harus
transparan ketika berhadapan dengan konsumen.

Dalam pasal 19 undang-Undang Perlindungan Konsutijelaskan
bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikati gagi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsukiizat anengkonsumsi
barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau dipendé&ga. Memerhatikan
pasal tersebut, telah jelas bahwa pihak PLN ketiteanberikan tagihan
sebesar Rp. 1.600,- yang sebenarnya tidak pedtlddari konsumen harus
mengembalikan kerugian akibat mengonsumsi listrdngy selama ini
dinikmati oleh konsumen.

Pihak PLN dalam kebijakannya menambah pungutansael®p.
1.600,- ternyata dilakukan sepihak, yang tidak ufilkaikasikan terlebih
dahulu dengan konsumen atau minimal pemberitahepada konsumen,
secara hukum, konsumen dapat menggugat kasus paid&ePengadilan
Niaga. Hal ini terdapat payung hukunanibrella ley dalam Undang-
Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan KoesuRasal 4 huruf c,
mengenai hak konsumen, yaitu hak atas informasg y@mnar, jelas, dan
jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/gsa. Mengacu pada
Pasal di atas, maka konsumen berhak mengajukantdananganti rugi atas
pungutan sebesar yang sebenarnya tidak terlalu akangamun jika

dikalikan dengan sejumlah konsumen, jumlahnya nadénmnyak. Hal
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inilah yang membuat keresahan dari konsumen tentagdan listrik
tersebut.

Analisis penulis mengenai PLN sebagai pelaku usagraurut pasal
6 UU No. 8 tahun 1999, memang berhak atas pemhbayakaning listrik,
tetapi hanya sebanyak yang sesuai dengan kesepak3tbaliknya,
konsumen juga berhak untuk tidak dilanggar hak-pakdengan hanya
membayar sebatas yang menjadi kewajibannya sesmgad perjanjian
yang ada. Konsumen tidak boleh dipungut lebih, sepdministrasi bank,
kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya. Konsumeg geembayar di
bank pun secara normatifnya tidak perlu dikenaydiadministrasi bank
karena bank sudah mendapat kompensasi keuntungddLdhsebagai jasa
pengelola pembayaran rekening listrik dari konsumen

Pentingnya penyampaian informasi yang benar tepgh&dasumen
mengenai suatu produk, agar konsumen tidak saldtadep gambaran
mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian infrteghadap konsumen
tersebut dapat berupa representasi, peringatan umayang berupa
instruksi.

Dalam analisis penulis secara umum, kerugian yaatardi oleh
konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan rargirdstasi banyak
disebabkan karena tergiur oleh iklan-iklan atausbrdrosur produk
tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebuk tellamanya memuat

informasi yang benar, karena pada umumnya hanyamkan kelebihan
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produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan ykddrsebut ditutup-
tutupi.

Pimpinan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Komnsufota
Semarang, H. Ngargono telah menindaklanjuti perabahsistem
pembayaran rekening listrik dimana konsumen dibeb@ya bank sebesar
Rp. 1.600,-. Adapun point-point yang disampaikagrtama konsumen
listrik banyak yang mengeluhkan biaya bank teskhrgna dinilai tidak fair
dimana konsumen yang tidak melakukan pembayardmik juga harus
menanggung beban biaya tersebkedua PT PLN (Persero) belum
memberikan sosialisasi terhadap konsumen terkarubpban sistem
pembayaran rekening listrik.

Sehubungan dengan tuntutan Lembaga Pembinaan dard&egan
Konsumen di atas, maka dalam perspektif Undang-kgd2erlindungan
Konsumen, pihak PT PLN (Persero) mempunyai kewajibeemberikan
informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai krahn jaminan barang
dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaenbaikan dan
pemeliharaan; dan memberi kompensasi, ganti rugiatku penggantian
apabila barang dan/atau jasa yang diterima ataardaatkan tidak sesuai
dengan perjanjian.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampakvéa
iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usah&md&onteks ini PT PLN
(Persero), karena meliputi semua tahapan dalam kolela kegiatan

usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiedaku usaha untuk
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beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/dguksi sampai pada
tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen harwajidkan beriktikad
baik dalam melakukan transaksi pembelian barang af@u jasa. Hal ini
tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadikgrugian bagi
konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diksidoleh produsen
(pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemumgkimauk dapat
merugikan produsen mulai saat melakukan transakgjah produsen.

Informasi yang diperoleh konsumen melalui brosusdieut dapat
menjadi alat bukti yang dipertimbangkan oleh haktmlam gugatan
konsumen terhadap produsen. Bahkan tindakan pmodyaag berupa
penyampaian informasi melalui brosur-brosur sedalak benar yang
merugikan konsumen tersebut, dikategorikan sebagmiprestasi atau
kelalaian, karena brosur dianggap sebagai penawdaananji-janji yang
bersifat perjanjian, sehingga isi brosur tersebigingbap diperjanjikan
dalam ikatan jual beli meskipun tidak dinyatakangsn tegas.

Adanya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tersebut bulexarti
bahwa pelanggaran terhadap hak konsumen sudah adatakagi. Meskipun
peraturan tersebut telah diberlakukan, namun pékegaya perlu mendapat
perhatian khusus karena suatu peraturan yang ddl terlaksana apabila
tidak didukung perangkat penegak hukum yang baik.

Dalam kaitannya dengan perangkat penegak hukum lyaikg maka

penulis menggunakan kerangka analisis LawrencerMdian, sebagaimana
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yang dikutip oleh Esmi Warassitbahwa sistem hukum itu merupakan
komponen dari struktur hukuniegal structur@® substansi hukumlggal
substancg dan kultur hukumlégal culturd* yang pada dasarnya bersinergi
ketiganya. Struktur berupa SDM apakah aparat huktsmpun pegawai di
PLN dan loket ulumul quran yang mematuhi undandang atau peraturan
hukum lainnya, substansi berupa peraturan peruadadgngan, dalam
konteks ini regulasi mengenai perlindungan konsuman budaya hukum
(legal culturg, yakni nilai-nilai dan kebiasaan yang ada di naaglyat untuk
dijunjung tinggi bersama. Budaya hukum dalam kamtgderlindungan
konsumen ini di masyarakat yang harus diketahun pegawai PLN, seberapa
besar kemampuan memahami hak dan kewajiban darsukoen atau
pemahaman terhadap kearifan-kearifan lokal yangeln@bang di masyarakat
sekitar kaitannya dengan penggunaan listrik, pedtéérhadap pengusaha
berkelas dalam upaya menanggulangi bentuk kecumarsgampun yang

dilakukannya. Hal-hal inilah budaya hukulagal culture masyarakat

! Esmi Warassih,Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiolpg@et. |, Semarang: PT
Suryandaru Utama, 2005, him. 30.

2 Komponen struktur hukurflegal structure)yakni berupa kelembagaan yang diciptakan
oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fudedam rangka mendukung bekerjanya sistem
tersebut. Kelembagaan ini dapat di ranah formul@@iPR) ataupun dalam ranah aplikatif
(kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemalsy@n). Ranah aplikatif inilah yang di
dalam hukum pidana biasa disebut dengan sistenefmrggaraan hukum pidafeiminal justice
system}erpadulintegrated)

Komponen substansi hukurflegal substance)yakni berupa peraturan-peraturan,
keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh piaag mengatur maupun yang diatur.

* Budaya hukun{legal culture)yakni terdiri dari nilai-nilai(values)dan sikap-sikap yang
mempengaruhi bekerjanya hukum. Budaya hukum ini idenfungsi penjembatan antara
peraturan hukum dengan tingkah laku warga masyarBlean komponen tersebut yang menjadi
penting di dalam proses penegakan hukum di masyarak
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pengguna listrik, apakah kelas menengah ke baweahrmaenengah ke atas,

perusahaan atau perorangan.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Penambahan Beban Tagihan
Rekening Listrik Relevansinya dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen

Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian terdagdaich QS. Ali

Imran ayat 76 yaitu:

OBEMO.OLWADRNE FORxO00 SIIe% HoON=
OHGRO AL e OORKe GO T0esa o0
OV EQRIEON Wa

Artinya:” Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepaii ja
(yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya

Allah menyukai orang-orang yang bertakw@sS. Ali
Imran: 76).

Menurut hukum perlindungan konsumen, faktor utanmengy
menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumemgsegrjadi adalah
masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akarydaKentunya hal ini
terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsun@eh karena itu
keberadaan UU Perlindungan Konsumen adalah sel@gdasan hukum
yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindukgerssumen swadaya
masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan h@mmsumelalui

pembinaan dan pendidikan konsumen.
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Syarat sah akad antara pihak PT PLN (Persero) debgaerapa
konsumen yang penulis jadikan sampling, dalam kenteukum Islam
yakni segala sesuatu yang disyaratkan syara’ untekjamin dampak
keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, maka akseler akan rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akamaul
Hanafiah mensyaratkan terhindarnya seseorang dam &ecacatan dalam
jual-beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasatwvpkrkiraan, ada unsur
kemadaratan, dan syarat-syarat jual-beli rufzsid).

Empat syarat diracik pembentuk undang-undang setgnaapat
dikatakan universal, karena dalam hukum Islam, Imysa keabsahan
perjanjian atau akad terukur dengan syarat-syanag) y)\ampir serupa, atau
lebih ekstrim lagi dengan takaran yang hakekatulgdaé sama.

Suatu akad atau kontrak atau perjanjian dalam hulglam sah
apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat. Rukulalagasuatu yang harus
ada dalam kontrak. Sedang syarat adalah persyayatanharus dipenuhi
oleh rukun-rukun tersebut. Rukun akad dalam hukslamm ialah: a. Sighat,
b. Para pihak, dan c. Obyek perikatan.

Tiap rukun memiliki persyaratan tersendiri. Sighmaerupakan
kesepakatan para pihak, terdiri dari ijab (penawatauoffertie) dan gabul
(penerimaan atawacceptati¢. Sighat dalam hukum Islam memiliki tiga
syarat: a. Harus terang pengertiannya, b. Harusebeaian antara ijab dan

kabul, c. Memperlihatkan kesungguhan dari pihalgyaersangkutan.
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Dari syarat-syarat yang dirumuskan M. Hasby Astd@ieqy di
atas, nampak adanya asas kebebasan berkontralktikaa ibaik. Iktikad
baik dari para pihak yang terlibat agad untuk hegguh-sungguh
melaksanakan agad (kontrak).

Melihat syarat dan rukun akad di atas, maka dalasuk
penambahan beban tagihan rekening listrik di lokitimul Quran
perspektif hukum Islam mengalami catatan dalam mukyakni tidak
terpenuhinya sighat atau perjanjian untuk memberg@nambahan tagihan
listrik sebesar Rp. 1.600,- yang dibebankan keplkoiasumen listrik.
Dengan kecacatan rukun tersebut, maka akan mergabéldak sah ketika
terjadinya sebuah akad, dalam konteks ini berupanigaistrik. Kalau para
pihak sudah terpenuhi, yaitu antara PT PLN (Peysgemgan konsumen
(masyarakat), kemudian obyek perikatan yaitu baliatrgk.

Ketika para pihak bertransaksi di bank antara PL&hgdn
masyarakat selaku konsumen sudah ditunaikan, nateumyata ada
penambahan beban tagihan listrik sebesar Rp. 1.6@M%g tanpa ada
pemberitahuan terlebih dahulu, maka secara otonmhiak konsumen
(masyarakat) akan dirugikan dengan penambahan biayavalaupun
besarnya tidak terlalu nampak, namun melihat koesugang jumlahnya
banyak, akhirnya besar tambahan biaya dikalikangalensejumlah
pelanggan yang sudah lama bertransaksi di lokeehet untuk membayar

listrik.
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Dalam pandangan ulama’ fighiyah, telah sepakat sahaya jual-
beli yang didasarkan pada keridaan diantara pitaalg ynelakukan akad,
ada kesesuaian diantara ijab dan gabul, beradatditempat, dan tidak
terpisah oleh suatu pemisah. Maka ulama’ fighiyadmandang tidak sah
dalam konteks jual beli antara pihak PLN yang mempksi listrik dengan
konsumen (masyarakat) yang seperti ini masuk diéeygori jual beli tidak
bersesuaian antara ijab dan gabul. Disebut tidedebaaian karena terdapat
penambahan beban tagihan sebesar Rp. 1.600,- ghetymnya tidak ada
pemberitahuan atau pendek kata terjadi pemutugahase yakni pihak PT
PLN (Persero). Hal ini jelas dipandang tidak sahnunet kesepakatan
ulama’. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meggikan harga, menurut
ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulamaafi’i$gh
menganggapnya tidak sah.

Pandangan hukum Islam pada alinea di atas merugakateli
yang terlarang sebab sighat. Dalam pandangan yangyakni terlarang
sebabma’qud alaih (barang jualan). Secara umuma’qud alaih adalah
harta yang dijadikan alat pertukaran oleh oranggyakad, yang biasa
disebutmabi’ (barang jualan) dan harga.

Ulama figih sepakat bahwa jual beli sah apalia'’qud alaih
adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berhedagat diserahkan,
dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidalsdmegkutan dengan milik

orang lain, dan tidak ada larangan dari syara’.
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Melihat kasusnya di loket ulumul quran, terdapan@mbahan
beban tagihan listrik yang dapat merugikan konsymawrkum Islam
melihatnya termasuk dalam kategori jual beli ghayakni jual beli barang
yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalalfaml Sebab

Rasulullah SAW bersabda:

(3'“i ol5) UsE 438 L) @ o 1] g i3
Artinya: D

“Janganlah kamu beli ikan di dalam air karena juaéli seperti itu

termasuk gharar (menipu)(HR. Ahmad).

Jadi, berdasarkan Hadits Rasulullah SAW di ataspambahan
beban tagihan listrik masuk dalam kategori ghatarena tidak diketahui
harga yang sebenarnya, di dalamnya ternyata ada pesambahan biaya.

Melihat unsur gharar dalam hal penambahan tagihsimikl|
tersebut, maka pihak PLN secara syar’i (hukum Islaatal demi hukum
dan tidak sah, yang juga berdampak kepada rugiogaumen (masyarakat)
karena unsur tambahan tersebut. Kecuali di awalpaderitahuan bahwa
penambahan tersebut digunakan untuk hal-hal tert®&@mun berdasarkan
kasus yang penulis teliti di lapangan, yakni diepkJlumul Quran,
Mangkangkulon Kota Semarang, ternyata dilakukan iha&p dan
menguntungan di satu sisi, yakni PT PLN (Persean) mherugikan di sisi

lain, yakni masyarakat selaku konsumen barang hednistrik.



